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PERA TURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR I2 TAHUN 2010 

TENTANG 
PEGAWAI NON PNS DI RSU RA KARTINI 

SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) 

BUPATT JEPARA, 

Menimnbang a batwa untukt melaksanal.an etentuan dalam pars.al 190 Peraturan Bupat 
Jepara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola RSU RA. Kartini  
Jepara, pertu diatur tentang Pega mi Non PNS di RSU RA. Kartini Jepara 
sebagar Ba dan  Layanan Ururr Da mah (BL.UD) 

b bahwa untuk maksuad terse«but huruf a  pertu  ditetapk.an  dengan  Peraturan  
Bupat  

Mengingat f. Undang - Undang Nomnor 13 Ttun 1950 tentang Permnboentula De rah- 

tu mah Kabup n Delamn Lingungan Propinsi Jawa Tengah 
2 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Polok pool 

Kepegar n ( Lmnbar an  Negara Republk Indonesia Tahun 1974 Noor 

55 Tamnbaha Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomnor 3041) 
sebagairana tel.ah diubah dengan Undang - Undang Nomnor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan at.des Udang - Undng Nomnor 8 Tatun 1974 
tentang Polok - polok Kepegaw n 

3 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jarninan Sosial Tenaga 
Kerja (Lenberan Negara Republk Indon esia  Tatun 1992 Nomnor 14 
Tambahan Lembo.an Negara Republik Indonesia Noor 3468) 

4 Undang - Undang Nomnor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan 
(Lemnbaran Negara Republik indones.id Thun 2003 Nomnor 39, Tamnbahan 
Lemnbera Negara Republic indon Nomnor 4279) 

$ Undang - Undang Noma4 32 Tahun 2004 tentang Pemnenintatan De rah 
(Lem bu  ran  Negara Republik indoneut Tahun 2004 Nomnor 125, Tamnbatan 
Lemberan Negara Republk indon Nomnor 4437), sebagirnan.a tel.eh 
beberapa lal diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tent.ang Perubahan Kedua Ats Undang - Undang Nomnor 32 Tahun 
2004 tentang Pernenintahan De er ah  (Lemnbaran  Negara Republik indon 
Tatun 2006 Nomnor 59 Tarnbahan Lernberan Negara Republik Indonesia 
Nomoe 4844) 

6 Undang - Undang Nomnor 38 Tau 2009 tentang Kesehatan (Lemnbaran 
Negara Republk indon pi. Tahun 2009 Noma 150, Tamnbaha Lemnbran 
No gar  Republit indon a Noor 3887) 

7 Udang - Undang Nomor 44 Tahu 2009 tentang PRumah Salt (Lemnbran 
Negara Republik In don es ia  Tahun 2009 Nomnor 153) 

8 Peraturan Pererintah Noor 23 Tahun 2005 tentang Pengelol 
Keuangan Baden Lary@nan Urrurn (Lemnbaran Negara Republik indent 
Tahu 20O05 Nornor 28, Tarabahan Lernbaran Negara Republik Indor 
Nomor 4502) 



9 Peraturan Peenintah Nomnor 65 Tatun 2005 tentang Stander Pelan 

Publk 
10 Peraturan Menten Kesehatan Republik Indonesia Nomar 1119/ME NKES 

PERX2O4 tentang Pedomnan engadean Tenaga Kesehatan dengen 
Peraryan Kera di Sarana Kesetatan milik Pernenintah 

1f Persturan Menteni Dala mn  Negen  Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Teknis Pengeioiaan Kuang-an Badan Laryanan Umnumn Daerah 

12 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kena Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomnor 10, Tanbahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jerpara Nornor 8) 

13 Peraturan Bupati Jepara Nomor 80 Tatun 2008 tentang enjabaran Tuas 
dan Fungsi RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara (Benita Daerah Kabupaten 
Jepara Tahu 2008 Nomor 327) 

14 Persturan Bupat Jepara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Strategy 
Bisis (RSB) Rumah Salt Umnumn RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 
2009 -2014( Benitz De rah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 2), 

15 Peraturan Bupat Jepara Nomor 3 Tahun 20O9 tentang Peraturan Pola Tata 
Kelola RSU RA. Katin  Jpara  (  Bernita  Daerah  Kabupaten Jpera Tahun 
2009 Nomor 3) 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI JEPAA TENTANG PEGAWAI NON PNS DI RSU 
RA KARTINI SEBAGAI BADAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) 

Dalamn Peraturan Bupat in yang dirnaksud dengan 
f Bupati adalah Bupat Jepara 
2 Badan Laryanan Urum De rat yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kenya 

Perangiat Deerah atau Unit Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerh di ling#ungan 
Perenintah Daera yang dbentuk untuk member.an pelayanan epada mas yarak.at 
berupa peryeh@an barang dan / atau as.a yang dual tanpa mengutamak.an mencan 
euntungan, dan dalamn melaluan kegatanvy.a didasaran para pniosip efsens dan 
produktrvrtas 

3. Direktur adalah Direltur RSU PA. Kartini Jepara selaku per«mpin BLUD, 
4 Dewan Pengawas BLUD yang selenjutnya dis.ebut Dewan Pengawas adalah organ yang 

bertugas melalukan pengarwas.an terhadap pengeolaan PRurah Salt, 
5 Pegawi Non PNS adalah pegawai di RSU RA. Kartini Jepara yang bukan PNS, tidal 

mempunyai NIP an emenintah, yang ditermna dan dibiaryai oleh RSU RA.Kartini Jepara 
6 Penghastan aalah upah atu hak pegarwar yang dtenimna dan diryatak.an dalamn bentuk 

uang sebagai imbalan at.as pekerjaan yang dilakukan yang bersangkutan, yang ditetaplan 

dan daryarian menurut suatukesepakatan/ perjanjan kerja / peraturan yang beralalu 
7 Turjangan adalah tamnbahan penghaslean diluar gaii sebagai al.bat pegawai yang 

bersangiutan mengemban tan9gngjawab atau resiko pekerjaan 



8 Remunerasu adiah imnb la n  err)a  yang  dapat  berupa  gap  tunangant.phonon uan 
ins.entf bonus at.as prests, psangond/at pSu'  

BAB N 
JENIS PEGAWAI 

Pasat 2 

(1) Pegawar Non PNS di RSU RA Kartin terdin dart 

1 Pegawair tidal tetap, m l«put  
a  Pegawai hanan lepas 

b Pegawar honorer 
c Pegawa kontrak 

2 Pegawai tetap 

3 Pegawai Jasa pihak ketiga 
2) egawar bdak tetap adala pegawar yang terima untuk melaks.anal.an peke)aan tertentu 

dan doatasi oleh waktu paling lama 1 (satu) abun, 
(3) Pegawar tetap aalah' pe9aw yang dtenma untuk melaluk.an pekejaan tertentu dalamn 

waktu menetap an fernenuhi syarat, yang selanyutnya dis«ebut pegarwa BLUD 
(4) Pegawa jas.a pihak etoga aalat pgawar yang melakuk.an ken)as.aha deg.an PRurn.at 

Salt Urrurn sesua etentuan peraturan perundangan yang berdaku 

Pasat 3 

(1 Pegawai hanan iepars adalah pew yang tenona untuk mengerjak.an sutu j@is 
peen)aan tertetu dadarn waktu #urang daunt 1 (satu) bulan dengan imnbal jars.a secara 
hanan den dibukctlan dengan SPK (Surat Penintah Kera) 

2) Pegarwa honorer adalah pegawa yang dirtierima untuk mengeyak.an ssualu pk.erja.an 
tertentu dalen lebieh dent 1 (satu) bulan samnpar dngain 6 (enarn) buloan yang dibuktikan 
dengan Surat Tugas dan Drektur dan Surat Perryataan dan yang bersanglutan, 

(3) Pegawai lontrak adalah pegawar yang diterima untuk mengerjakan sesutu atau 
beberapa jenis pelrpaan yang itur dalamn surat per)aran dean / atau kontral ken)a 
selurang - lurangoya dalarn jangia walctu lebih dani 6 (enamn) bulan dan paling lama 1 
(satu) tahun da dapat diperpanyang paling baryak 1 (satu) kali 

(4) Pegawai tetap, yang slanjutrya disebut pegewai BLUD adalah pegawar yang berasal dart 
pegawt kontrak sbagarana dimnaksud pada aryat (J) yang mernenuhi syarat - sy.arat  
yang ditentul.an dalan pengaturan pegarwar tetap (pegawai BLUD) dan lulus seleksi 

(5) Pegarwti jas.a pihak ketiga adalah pegarwar yang direlrut oleh Sadan Hulun yang 
bekerjasarna dengan fRuran Salt Lrurn untuk melaksaa.an sebagan1 tug.as tung6 
Rumah Salt Ururn, tunduk paa Peraturan Baden hukurn yang bersang#utan 

BAB l 
REKRUTMEN 

Pasal 4 

() Peneriraan Peg var Non NS dilaksanal.an oleh Direktur berdas.ark.an ebutuban dan 
kemamnpuan RSU RA Kartini Jepara 

(2?) Direktur menyamnpatan rencana dan laporan peneniraan sebagaimana dmnak.sud paa 
ayat (1)kepada Bupat berdasaran hast analirsa dan disetujui Dewan Pengawas 



(3) Tata Cara /  prosedur serta sy%rat  -syarat penenimnaan dan pen9an9iata peg e ion 
NS ditetaplan olieh Direltur da dist.ju Dewan Pengawas dengan berpedonan p 
Pol Tata Kelola fRumah Salt 

BAB IN 

HAK DAN KEWAJIBAN 
Paragrat1 

Pegawai Tak Tetap 

Pasal 5 

(1) Pegawar tdak tetap bertak 
Memnperoieh imbalan jasa kerja /  penghaslan  serendah  rendahnya sebesar UM 
(Upah Minimum Kabupaten)atau sesuai let.entuan dalam peraturan in¥ 

(2) Kewajban pegawai tidal tetap 
a wi"Paa yars etaoan sesoa etentuan an beak 
b Mentaat $gala peraturan perundang - undangaen yang berlalu di Indonesia dan 

dingiungan emerintah Kabupaten Jepara sent RSU PA.Kartin Jepara 

Paragrat 2 
Pegawer Tetap 

Pasal 6 

(1) egawar tetap berthak atas 
a Penghasan tetap berdasari.an staart yang tentu.an ole/h Direktur, 
b Meningiat.an rarpuan /lulit.as dins-suai ketenuan yang beriau 
c Memperolet tunjangan tamnbaan penghaslan ssua standar / remunerasi yang 

bertaku 
d Cuti dan/atau dispensasi tertentu yang ditetaplan oleh Drektur 
e Memperolet pakaian erja sesuai ktentun jenis pakdian yang bersang#utan 

ditetplan oleh Direltur 
(2) Kewajban pegawai tetap 

a Mela.sanal.an pekrjaan yang dbenkan sesua etentuan yang bertau 
b Mentaat serua peraturan perundang - undangan yang beriaku di negar Republk 

idones 
c Mentaati serua ketentuan yang betaku jajaran Pemenintah Kabupaten 4para darn 

RSU RA Kartini Jepara 

BAB V 

STANDART PENGHASILAN 
Paragrat 

Pegawti Tdak Tetap 
Pasat 7 

Penghaslan pegawar tidal tetap, meliput 
a Pegawai haan lepas penghastan secara anian, setelah melaksanakan peke)aan, $es0a 

standart yang bertalu dani Permnenintah kabupaten Jepar'a 



- 

. 

' NO TINGKAT PENDIDIKAN GAJI POKOK 

e 
f so 10MK 

2 SLTP 1,3UMK 

3 SLTA 1,40MK 

- d ID1 1,45 UK 

5 02 1,5 UMK 

• 
03 1,6UMK 

� -- 

1 D4, S1 1.7 UMK 

• 
Dokter Doler gigi, Apoteler dan 1,8 UMK 
Profesi lainnya 

' 
s2 1.,9 UMK 

10 Sr ales 2 UK 

� 
. 

1f Sub So« I 2.5UK 
- 

b Pegewa honorer pengesla eecara bulanan dibaryar.an pad.a arwal bulan be.y 
sebsar UMK yang bertaku Kabupaten Jepara 

c Pegawai lontral penghastannya tern dan 
c 1.  Gaj  polok,  sesuai Peraturan AMenten Kesehatan Nomnor 1199/MENKES/PERK2O04 

dengan standartsbaga beaut 

c 2  Tunjangan, yaitu tanbahan penghasten diluar gaj karena tangqung jarwab dan/ atu 

resko pekerjaan, terdini dan 
(1) Tunyangan jabat sebesar 0.2x gaj polok, 
(2) Tunjangan kesejahteraan, meliputr 

Jase pelaryanan sebes.ar DO% dani ktentuan yang betau 
Jamin.an kee lo k aan  .erja seruai ketentuan dani perusahaan penjamnin/ 
Asurani Tenaga Kerja 
Jarmin.an perelharaan eseatan ssuai dant ketentuan dan perusata.an' 

penjamnin/ Auransi Tenaga Kerja 

Parsgrat2 

Pegawait Tetap 
Past 8 

Penghaslan pogawar tet.ap terden dart 
8 Gar pokoi 

Sesuai standart sebagaimana ditentukan pada pasal 7 hurufc1, dan setiap 4 (empat) tahun 
sekali dlaluk.an pnyes.ala apable has.l penilaan peke0jaan yang bersangiutan 
memeruti syarat, yaitu setiap kenakan sebesar setinggi - tingginya 0.1 x gaj polok 
sebelurnya, atu sesual dengan keramnpuan euangan FRSU RA Kartini Jepara 

b Tunjangan m liput 
(1) Turjangan jabetan sebesr 0.2x gaj polok 



(2) Tunangan #et anteraan, m Miputt 
Jes.a pelaryan.ans.bes.a 100% an ketentuan yang beraku, 

Jarmin.an ecelkaan key8 (KK 
Jami«nan Han Tua (JHT) 
Jam«nan Pernelharan Kesehatan (4PK) 

Jamninan Kemnatian (JK) 
(JKK HT JPK den JK dengan syrat dart ketentuan dan perusahaan penjarnin 
Asuransi Tenaga Kera 

(3) fRemruneras lainnyassuai ketentuan yang bertau 

Pasal 9 

Jenirs jabatan yang merperoleh tunangan sebagarnana dmak.sud pada Pasa 7 hurut c2 dan 
Pasal 8 b. 1 meli puti  
a Medus  Pane (&rams Keprawa ta  da  Paris Non Keperawata) 

Paramedirs Kepera tan el«put Perarwat dan Bidan 
• Paramedes Non Keperawat.an melirputi, Laborat, Farras, PR.ad0log, Gt, Fesioterap, 

Rekamn Medrs dan PL 

b Non Medis me lipu ti  Pernulasaraan Jenaah, Laundry, SIRS Tekisi Listrike Elektro 
Medies, Tekisi Bangunan, Sopir Ambulance/Mob! Jenaah, Satpam dan Analis Keuangan 

8A8 VI 

PENGATURAN LJIN DAN CUTT 
Pasal 10 

(f) Pegwai tidal tetap tidal mernpuryai al cut, te tapi inpada art.as.an masing - masing 
dengan etertuan saga beniut 

lin menialah, paling lama 3 (iga) hart 
ljin meatian, pang ire1(stu) buln (khusu pgarwai kontral), 

ln salt, paling lama 3 (tga) hart 
ljin menikahkan/ mengkhtani.an anaknya paling lama 2 (dua) hani, 
ljin anggota keluarga salt paling lama2 (dua) har 
in anggota keluarga meninggal paling lama 3 (tga) ant 

(2) Pegawai tetap berhak cuti, dalamn satu tatun paling lama 12 (dua belas) han 
(3) Jenis, syarat dan tat.a cara cut sbagarana draksuday.at (2) mengacu pada tntuan 

PNS atau tetap.an lain oleh Direktur atas dasar pertiroangan ondes darurat 

BAB VE 
PEMBERHEN TUAN 

Pasal 11 

(1) Pegawa tdak tetap dapat diberhentkan karena 
a Jens pelvenaan yang drtetapk.an sudash sesai erjak.an 
b. Habis mas.a kontrak dan bdak duperpayang lag, 

c Pegawa yang bersangiutan melanggar ketentuan - ketentuan yang belaku yang 
berhubungan dengan pekerpaan dan/ atu kearTanan / ketert.ban ururn, 

d Tidal merenuhi kerwap.ban - kew ban  sesuai ketetuan, 

e Menu0ggal dun 

f Berent atas perrrintaan sen 

' 



I 
(2) Pemberhentan pgarwa bidak tetap dtetapk.an oleh Direktur den / at apat 

didelegask.an kepada Pejyabat lain di bawahoya yang drtunjuk / doer wewenang 

(3) Pemberentan arena aisan - alas-an duar etentuan sets9""matso pade 
ayat (1) pertu diconsultaskan kepada pejabat yang berwenang di bidang tenaga era di 
Pemnenintah Kabupaten Jepara 

Pasal 12 

(1) Pegawar tetap dapat dberthentkan karena 
Meninggal dun»a 

b Alas permintaan send»n 

c Memnenuhi usia pensun, yatu 55 (lrn puluh iina) tahun 
d Melakuk.an tidal pidana engan ancaran hulurnan sekurang -urangnya 4(er1pat) 

tatun 
2 Pemberhenban pegarwa tetap  dietetapk.an oleh Bupat berdasa.an usulan Direktur dan 

atas pertoangan Dewan Pengawas 

(3 Pemberhentan karena alas.an sbagamarna nak.sud pada aryat (1) dibenik.an ha ­ 

haknya sesuai ketentuan yang belalu 

BAB VIII 

KETENTUAN UAIN -- LAIN 
Pasal 13 

Berdarsar.a hebututan pelaryanan dean kelangiaan profesi, khusus untuk pegarwai tidal leap 
(contra) Spesia ls  dan/ atau Sub Spsisals etentuan-etertuan sebagaran dial.sud paa 

Pasal 3 ayat (3). pasal 7 angia (1) hunt c.2 dan pasal 12 ayat (1) hurut c dkecualikan sebagar 
benkut 

Kontrak bisa diperpanyang iebh dan (satu) ali paling lamna 5 (irna) kalr dapat diryatakan 
merenuhi syarat yang ditetapk olh Tin yang ibentuk Direktur 

b Tunjangan jabata 0.5xga pokok den jars.a pelaryanan 100% dart ketetuan yang berlalu 
c Usia dapat melampui 55 (a puluh lrna) tatun dengan surat keterangan dart dolter yang 

berompeten paling tngg 60 (narn puluh) tahun, 

BAB DX 

KETENTUAN PERAL#AN 

Pal 14 

(f) Para pegawai Non PNS yang sudah ada sebelumn bertalunya Peraturan ini al.an dilakukn 
evalus beras.ark ketentug Peturan ii, 

f2?) Pelis.anan evaluasi sbagamnaa dial.sud pada aryat(1) diatur oleh Direktr engan 

membentuk Tin independen 
(3) Sambd menunggu hast values sebagairara irnaksud pada aryat (2), para pegarwai Non 

PNS tetap dapat melaksanaka tugas sci penis kpegawaiannyA 
(4) Pembenan pengt lan seebagarana dmnak.sud pada Paga 7 hurt c2 al.an dibenk.an 

paling lamnbat pade 2 (du.a) tabun setelah berakunya peraturan ini, at $0a 

kemampuan kuagan RSU RA Kartni Jepara 



BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 15 

(1) Hai - hal yang bersat tens pelaksaan dani Peraturan ini datur oleh Direk.turf, 
(2) Dengan bertalunrya Peraturan ini, maka Peraturan yang betent.angan dengan peraturan 

ini dinyatak.an bidak beau lag 

Pasal 16 

Peraturan in beralu pada ta0ggal deundang.an 

mermnenintank.an pengundangan Peraturan Bupat in 

ah Kabupaten Jepara 
oar senee or amt meas·"" 
dengan penernpatanrya dalamn Benita L 

Ditetapkan di Jepara 
pada tang9al • 2010 

BUPATI JE 

HENDRO MARTOJO 

Diundang#an di Jepara 
pada tan9gal e Apr! { to  

SEKRETARIS DAERA KABL PATEN JEPARA 

BERITA DAERAH KA N JEPARA TAHUN 2010 NOMOR HO 



BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 15 

(1) Hai - hal yang bersat tens pelaksaan dani Peraturan ini datur oleh Direk.turf, 
(2) Dengan bertalunrya Peraturan ini, maka Peraturan yang betent.angan dengan peraturan 

ini dinyatak.an bidak beau lag 

Pasal 16 

Peraturan in beralu pada ta0ggal deundang.an 

mermnenintank.an pengundangan Peraturan Bupat in 

ah Kabupaten Jepara 
oar senee or amt meas·"" 
dengan penernpatanrya dalamn Benita L 

Ditetapkan di Jepara 
pada tang9al • 2010 

BUPATI JE 

HENDRO MARTOJO 

Diundang#an di Jepara 
pada tan9gal e Apr! { to  

SEKRETARIS DAERA KABL PATEN JEPARA 

BERITA DAERAH KA N JEPARA TAHUN 2010 NOMOR HO 


